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WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 7 TAHUN 2011-

TENTANG

PAJAK SARANG BURUNG WALET

B ISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALI-AH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA.

bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor
Pajak Daerah dipandang perlu mengatur Pajak Sarang Burung Walet;

bahwa dengan mendahului Qanun perlu mengatur Pajak Sarang Burung Walet
clalam suatu Perafuran.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun i981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 32O9);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4110);
Undang-Undang Nomor l0 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);
Unclang-Undang Nomor 32 Tahun 2OC4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor M37) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan
Undang-Ljndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 48M);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangim
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nonror 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor M38);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerrntahan Aceh (Lembaran
Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusr
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5049);
Peraturan Pemerrntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor a578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunian
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

1,2. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran
Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PAJAK SARANC BURUNG
WALET

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal L

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kota Langsa;

b. Pemerintah Daerah Kota yang selaniutnya clisebut Pemerintah Kota adalah
unsur penyelenggara pemerrntahan daerah kota yang terdiri atas Walikota dan
Perangkat Daerah Kota;

c. Walikota adalah Walikota Langsa;

d. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada
Daerah 1,ang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berclasarkan Undang-undang dengan tidak menclapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

e. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan
usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama
dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulary yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politi( atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

f. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocelia yaitu collocelia
fuchliap haga, collocelia maxina, colloceha esculanta dan collocelia linchi.

g. Penangkaran Sarang Burung Walet adalah Penangkaran Sarang Burung Walet
yang terdapat dalam gua-gua atau tempat bangunan lainnya yang ada dalam
Kota Langsa.

h. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau
pengusahaan saranq burung walet.

i. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjubrya disebut DPKA, adalah
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa;

j. Kepala Drnas PengeloJaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut Kepala
DPKA, adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa;

k. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjuhrya disingkat SPTPD, adalah
surat yang digunakiln oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan
pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah;

l. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjuhrya disingkat SSPD, adalah surat
yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau
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penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain vang
ditetapkan oleh Walikota;

m. Surat Ketetapan Pajak Daerah y.ang selanlutnya disingkat SKPD adalah surat
keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;

n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak
yang terutang jumlah kredit pajak, jumlah kekurangam pembayaran pokok
pajah besamya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas
jumlah pajak yang ditetapkan;

p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB
adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak
karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak
seharusnya terutang;

q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutrya disingkat SKPDN adalah
surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya
ciengan kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

r. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa denda
dan/atau imbalan jasa.

B A B  I I
NAMA, OBIEK DAN SUBIEK PAIAK

Pasal 2

Dengan Nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas pengambilan dan/

atau pengusahaan sarang burung walet.

Pasal 3

(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau
pengusahaan saran€l burune wale!

(2) Tidak termasuk objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) aclalah :

a. Pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan
Negara bukan pajak (PNBP);

b. Kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet
lainnya yang ditetapkan dengan Qanun.

Pasal 4

(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan vang
melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

(2) Walib Pajak Sarang Burung Walet aclalah orang pribadi atau Badan 1'ang
melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PATAK

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan Palak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang walet.
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(2) Nilai jual Sarane Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung berdasarkan perkalian antara harga umum Sarang Burung Walet
yang berlaku di daerah yang bersangkutan clengan volume sarang burung
walet.

Pasal 6

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAIAK

Pasal 7

(1) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah daerah
tempat pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet;

(2) Besamya pokok pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan
cara mengalikern tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksucl dalam Pasal5 Peraturan ini.

B A B  V
MASA PAIAK, SAAT PAIAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAIAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjacli pada saat pengambilan dan/atau
mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 10

(1) Setiap !Vajib Pajak wajib mengisi SPTPD;

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar
dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya dan
diserahkan tepat pada waktunya;

(3) SPTPD yang dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Walikota
selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak

(4) Bentu( isi dan tatacara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikota.

B A B  V I

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 1'1,

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1),
Walikota menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD;

(2) Apabila SKPD sebagarmana dimaksud pada ayat (1), tidak atau kurang
dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD
drterima, dikenakan sanksi aclministrasi berupa imbalan jasa sebesa r 2 o/o

(dua persen) sebulan dan clitagih dengan menerbitkan STPD.



Pasal 12

(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (1), digunakan untuk menghitun& men'tperhitungkan clan

menetapkan pajak sendiri yang terutang

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Walikota

dapat menerbitkan :

a. SKPDKB;
b. SKPDKBT;

C. SKPDN;

(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :

a. Apabila berdasarkan hasil pemerrksaan atau keterangan lain pajak yang

terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi admrnistrasi berupa

denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang

atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh

empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya paiak;

b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan

ctan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa

denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang

atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh

empat) bulan dihitung seiak saat terutangnya pajak;

c. Apabita kewajiban mengisi SPTPD ticlak dipenuhi, pajak yang terutang

ciihitung secara jabatary dan dikenakan sanksi administrasi berupa

kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak

ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen)

sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk
jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak

saat terutangnya Pajak;
(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diterbitkan apabila

ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang

menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikenakan

sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari
jumlah kekurangan pajak tersebut;

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diterbitkan apabila
jumlah pajak yang terutang sama besamya dengan iumlah kreclit pajak atau

pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB clan SKPDKBT
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, tidak atau tidak

sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, clitagih

dengan menerbitkan STPD

(7) Penambahan jumlah Pajak yang terutang sehagaimana dimaksud pada ayat
(4), tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum
dilakukan tinda kan pemeriksaan.

B A B  V I I

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal L3

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain vang ditunjuk

oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukam dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT dan STPD;

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil

penerimaan pajak harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24
jam atau clalam w'aktu yang ditentukan oleh Walikota;
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(3) Pembayaran pajak sebagarmana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilakukan

dengan menggunakan SSPD.

Pasal 14

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;

(2) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan;

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus

dilakukan secara terafur dan berturut-turut dengan dikenakan denda sebesar
2 % (dua persen) sebulan dari jun'rlah pajak yang belum atau kurang dibayar;

(4) Walikota dapat memberikan persetujuan kepacla Wajib Pajak untuk
menunda pembayaran palak sampai batas waktu yang ditentukan setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakaur denda 2 % (dua

persen) sebulan clari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata
cara pembayaran angsuran dan penundaim sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) d;ur (4), ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 15

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diberikan
tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;

(2) Bentu( jenis, isi, ukuran tanda bukti penrbayaran dan buku penerimaan
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

B A B  V I I I

TATA CARA PENAGIHAN PAIAK

Pasal T6

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat
jatuh tempo pembayaran;

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran atau Surat
Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Paiak harus melunasi pajak
yang terutang

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (-l), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka
waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan
atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan
Surat Paksa;

(2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu)
hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain vang
selenis.

P a s a l  1 8 . . .



Pasal L8

Apabila pajak yans harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam
sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat vang ditunjuk segera
menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penvitaan.

Pasal t;

Wajib Pajak yang belum dapat melunasi utang pajaknya setelah lewat 10
(sepuluh) hari se1'ak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan
Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan
kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 2A

Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan ten"Ipat pelaksanaan
lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib
Pajak.

Pasal 2't

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan
pajak daerah ditetapkan oleh Walikota.

B A B  I X
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAIAK

Pasal 22

(1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan
pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lValikota.

B A B  X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,

PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Walikota karena jabatan atau atas permohonim Wajib Pajak dapat:

a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang
dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau
kekeliruan dalam penerapan peraturim perundang-undangan perpajakan
daerah dan retribusi daerah;

b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;

c. lvlenguramgkan atau menghapuskan sanksi admrnistrasi berupa bunga,
denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut
clikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena
kesalahannya.

Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota, atau Pejabat
yang ditun;uk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan _yang

( 1 )

(2)

je las; 13) lV.rl ikof,r



(3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus

memberikan keputusan;

( ) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan

pembetulan, pembatalan, penguransan ketetapan dan penghapusan atau

pengurangan sanksi admrnistrasi dianggap dikabulkan.

B A B  X I

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau

Pejabat yang ditunjuk atas suatu :

a. SKPD;
b. SKPDKB;
C. SKPDKBT;
d. SKPDLB;
e. SKPDN.

(2) Permohonan keberatan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) harus

disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga)

bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN

diterima oleh Wajib Pajah kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan

bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar

kekuasaannya;

(3) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan

sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada avat

(2) cliterima, sudah memberikan keputusan;

(a) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan

keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan;

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) tidak menunda

kewajiban membayar Pajak.

Pasal 25

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada
Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
keputusan keberatan;

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda

kewaiiban membayar Pajak.

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau

banding sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 25 dikabulkan sebagian atau

seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah

imbalan jasa sebesar 2 o/o (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh

empat) bulan.

B A B  X I I
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAIAK

Pasal 27
(t) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengenrbalian kelebihan

pembayaran pajak kepada Walikota atau Pejabat vang ditunjuk secara

tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnva :

Badan Penyelesaian
setelah di terimanva



a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
b. Masa Pajak;
c. Besarn_va kelebihan pembayaran pajak;
d. Alasan yang jelas.

(2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama j2
(dua belas) bulan sejak diterimanya permohonim pengembalian kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan
keputusan;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui
walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan,
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap
dikabulkan cian SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu)
bulan;

(a) Apabila wajib Pajak mempunyai utang pajak larnnya, kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung
cliperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud;

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling
lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat
Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKp);

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan clalanr waktu
paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKpDLB, walikota atau
Pejabat memberikam imbalan jasa sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan clengan utang pajak
lainnva sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2T ayat (4), pembayarannya
dilakukan dengan cara pemindahbukuaur dan bukti peminclahbukuan juga
berlaku sebagai bukti pembayaran.

B A B  X I I I

KEDALTIWARSA

Pasal 29

Hak untuk melakukan penagihan patak, kedaluwarsa setelah melampaui
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya paja( kecuali
apabila wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pacla ayat (1)
tertangguh apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;

b. Acla pengakuan utang pajak dari wajib Pajak baik langsung maupun tidak
langsung.

B A B  X I V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

(1) wajib Pajak yane karena kealpaannya ticlak menyampaikan SprpD atau
mengisi dengan iidak benar atau ticiak lengkap atau melampirkan
keterangan vang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat
dipidana dengan pidana kurungan pahng lama 1 (satu) tahun clan atau
denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yane terutang;

( 1 )

(2)



(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang
tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipiclana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling bani,ak 4
(empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 31

Tindak pidana sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2), tidak
dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat
terutangnya pajak atau berakhimya IVIasa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun
Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

BAB XV

PET{YIDIKAN

Pasal 32

(1) Pelabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, ntencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana clibidang perpajakan daerah
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;

(-. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan densan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen latn
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

e. Vlelakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan
terhaclap bahan bukti tersebuf

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindakan pidana di bidang perpajakan daerah;

g. Menyuruh berhenti, melarang seserorang meninggalkan ruangan atau
ten'rpat pacla saat pemeriksaan sedang berlangsung c'lan memeriksa
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksucl
pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak piclana perpajakan
daerah;

i. Memanggil orans untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagaimana tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat
d ipertanggungl'awabkan;

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainva
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
lJmum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor
8 Tahun 1981 tentans Hukum Acara Pidana. 

BAB XVI



BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pajak sebagaimana dimaksucl dalam Peraturan Walikota ini merupakan

penerimaan daerah dan wajib disetor ke kas daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan lValikota rni akan diatur kembali

berpedoman pada peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setrap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di
pada tanggal M e i  2 0 1 1 M

Langsa
4

Jumadil Awal 1432H

WALIK A I-ANGSA,

ZULKI

Diundangkan di Langsa
Meipada tanggal 4 2011 M

30 Jumadil Awal1.432H
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